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TENTANG

PEITUITJI'KAIT BETTDAIIARA PEITGELUARAIT PADA PERAITGKAT DAERAII
DI LIITGKUITGAIT PT}IERIIYTAII KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TATIUil AIIGGARAN 2O2g

BUPATI LIMA PT'LUH KOTA,

Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta kelancaran
tugas sehingga terwujudnya Pengelolaan Administrasi
Keuangan yang baik dipandang perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten daleiurr
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67361;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 Tentang
Perbendahara€rn Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2O2t Tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2L Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 67361;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor aaOO\
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5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (I-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52341 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2AI1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor
68O 1);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O2O Tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6s73);

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol9 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3
Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 14251 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor UaTl;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2OLg
Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111a);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2O
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2OL6 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3
Tahun 2O2l Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2O2L-2A26 fl,embaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2O2l Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022
Nomor 2);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6
Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lima Rrluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Lima fuluh Kota Nomor 1O4 Tahun 2O2l
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten
Lima hrluh Kota Tahun 2O2L Nomor loa);

L6 Peraturan Bupati Lima hrluh Kota Nomor 51 Tahun 2022
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51).

MEMUTUSI(AN

Menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan satu kesatuan yang uhrh dengan keputusan ini.

: T\rgas Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU adalah :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

a.

b.

Menyelenggarakan penatausahaan
pengeluaran Perangkat Daerah
tanggungiawabnya;

terhadap
yang

selurrh
menjadi

Mempertanggungiawabkan penggunaan Uang Persedian (UP)
Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) persedian kepada
Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

c. Bendaharawan Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak
penghasilan (PPh) dan wajib pungut pajak lainnya serta wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang
dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau
Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketenttran
peraturan Perundang-undangan.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

: Kepuhrsan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 3o Dgernber 2022

BUPATI LIMA KOTA,

SAI'ARUDDIN DT. RA"IO



I.AMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 79s199'l /BVP-LK/Xfi/2O22
TANGGAL : 30 DESeWrUer 2022
TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKI,NGAN PEMERINTAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023.

ITO IIAUA / rIP OPD RIKEITIITG BANK ITPWP

1
JAMARIS
NIP. 198r0101 200701 I OO9 SEKRETARIAT DAERAH o100.o101.oo032.1 oo. 12 1.283.6.204.O0O

2
RIZA FEBRI, SE
NrP. 1989020+ 202203 2 002 INSPEIffORAT o100.0101.0oo20.4 oo.t21.242.4.20,4.ooo

3
DONI.IY OSMON
NIP. 19791208 200604 I O15 BADAN KEUANGAN 0100.0101.00335.7 oo.287.4L4.8.204.000

4
RIKI RIZALDI
NrP. 19840403 201001 1 005

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKII.AN
RAIffATDAERAH 0100.0101.oor57.9 95.435.103.7.20+.OAO

5
SUARDI, S.Sos
NIP. 19791129 201001 1 002

BADANKEPEGA1VAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSTA

0100.0101.00336.9 oo.287.4L9.6.204.000

6
RTVALKURNIA, S.AP
NrP. 19860717 200,604 L OO3

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN

o100.0101.oo334.5 oo.121.281.0.204.O0O

7
LIDYA, A.Md
NIP. 19791027 200701 2 00r

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA/NAGARI oroo.o101.oo327.8 9s.s87.788.3.20+.OOO

8
LIRAMAYANTI
NIP. 19810309 20t404 2 002

DINAS PENGENDALIAN PENDUDI'K
DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERUNDUNGANANAK

0100.o101.00328.1 oo.247.297.6.204.000

9
TATANG KI,]RNIAWAN, A.Md
NIP. 19810607 201001 I O13

DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
PERTJMAHAN RAIffAT & PERMUKIMAN 0100.0r01.00326.6 oo. 121.084.8 .204.OOO

10
ZOMI \VAZUL, SH
NIP. 19791101 200801 I 011

BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK 0100.0101.000.45.9 oo.t2L.292.7.204.000

11
RIDHO II,AHI, S.Pd
NIP. 19821103 20t408 I OO2

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN o100.olo1.oo320.s oo.247.277.4.204.OOO

L2
LIA ENJELINA, A.Md
NIP. 19850129 201001 2 009

DINAS PARTU/ISATA, PEMUDA DAN
OI,AH RAGA

oloo.o10r.oo332.o o0.121.O87.1 .204.OOO

13
WIDYA HANDAYANI, SKM
NIP. 19890119 201lor 2 001

DINAS KESEHATAN 0100.0101.00028.9 oo.287.264.6.204.000

T4
HARBI AFZA, SE
NrP. 19830301 200604 1 007

DINAS PEKER.IAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG 0100.or01.oo322.9 oo.t2t.oa2.2.204.ooo

15
DONALPUTRA, A.Md
NrP. 19870810 20100r I OO5

DINAS PEf,ERNAKAN & KESEIIATAN
HEWAN

o100.oro1.oo018.6 96.352.398.0-204.OOO

16
HILDAYATI, A.Md
NIP. 19760,108 2OIOO1 2 OO5

DINAS PERIKANAN 0100.0101.00181.6 00. 12 1.O88.9-204.000

t7 RIRI ANGGRAINI, SE
NIP. 19790114 201tOL 2 002

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBI,'NAN oloo.olor.ooo22.a oo.2a7.+17.o.204.ooo

18
NOFRTYAN EMRIL, A.Md. LL,A'
r{IP. 19961112 201902 | OOt DINAS PERHUBUNGAN o100.o101.oo329.o oo. r2r.085.5.204.oo0

19
RIDHO ILLAHI, SE
NrP. 19900315 202003 1 003

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH 0100.0101.00331.1 00.121.086.3.204.0O0

20
YUDIYORANDI, A.Md
NIP. 19861022 201101 1 001 DINAS SOSIAL o100.o101.oo323.1 oo.287.281.O.204.OOO

2t WIRDATULAIM, S,KOM
MP. 19960612 202203 2 009

DINAS KEPENDI,'DI.'KAN DAN
PENCATATAN SIPIL

0100.0101.oo184.o 0o.509.833.O.204.0OO

22
ZULHENDRY
NrP. 19690914 199301 I OO2

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEI,AYANAN TERPADU SATU PINTU 0100.0101.o0178.6 00.287.300.8.204.000

23
RICO KHALILU RATIMAN
MP. 19821231200701 I OO8

BADAN PENANGGULTNGAN BENCANA
DAERAH o1oo.o101.oo280.8 o0.809.445.O.204.OOO

24
RIMNTA MIA APRILIA, A.Md
r{IP. 1985042t 2orAot 2 020 DINAS PANGAN oloo.olol.oo325.4 oo.287.295.0.204.OOO

25
PONI PI.ITRA
NrP. 19840516 200701 1 001 DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN o100.0101.00333.3 00.287.313.1.204.0O0

26
YOYONG
NrP. 19800623 200601 1 014 SATUAN POLFT PAMONG PRA.IA o100.o101.o0o50.2 95-434.647.4-204.OOO

27
FETRI HELNITA
NrP. 19820220 200901 2 005

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ACHMAD DARWIS o100.oror.oo161.1 oo. 12 1.08 1 .4.204.000

28
I{ANAFI
NrP. 19810923 200701 1 001 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 0100.0101.oo32l.7 00. r.2 1.080.6 .204.ooo

29
MICEYT'LINDA, A.Md
NrP. 19790702 2o,o.2t2 2 0o.5

DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGAKEzuA o 100.0 101.oo324.2 00.121.083.0.204.000

30
CANDRA, S.Kom
MP. 19851009 201902 1 001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA o100.o101.00330.8 oo.287.2984.204.0O0



31
WELI"A SEPTIAM, A.Md
NrP. 19960915 202012 2 oto KECAMATAN GT"'NUANG OMEH 0100.0101.001+6.4 oo.t2t.2a4.4.204.o0o

32
SOVIAWELM, A.Md
NrP. 19890825 202A12 2 AO5

KECAMATAN SULIKI o100.o101.oo166.1 oo.121.285.1.204.000

33
DEVI MAULINA
NrP. 19831214 200906 2 00L KECAMATAN BUKIK BARISAN 0100.0101.oo143.9 oo.287.420.4.204.000

34
DILA FATMA SUCTTRA
MP. 198.+06222OL@120o,4 KECAMATAN GUGUAK o100.oro1.oor50.6 oo.287.421.2.20+.OOO

35
MEGA EKA PUTRI, A.Md
NrP. 1992 1 122 202012 2 004 KECAMATAN MUNGKA o100.0101.0o133.6 oo. 12 1.286.9.204.OOO

36
TARMIS
NrP. 19720828 200906 1 002 KECAMATAN AKABILURU 0100.0101.00152.1 oo.L2t.287.7.204.000

37
YURMA DEWI
r{IP. 19751016 2or0701 2 012 KECAMATAN PAYAKUMBUH oroo.o101.oot39.7 oo.2a7.6aa.4.204.ooo

38
OTMAVIA FITRI LESTARI
NrP. 19931003 202001 2 otl KECAMATAN LUAK oloo.o101.oo153.o 00.121.288.5.204.OOO

39
OSFITA
NIP. 19770425 20090t 2 002 KECAMATAN LAREH SAGO I{ALABAN 0100.0101.00136.0 oo.L2L.289.3.204.000

40
SYAFRZAL
NIP. 19730913 201408 1 001 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI 0roo.o101.oor42.7 40.287.609.2.204.OO0

4t RZA NOVRIYANTI, A.Md.T
NrP. 1991 1 1 16 202012 2 009 KECAMATAN HARAU o100.o10r.00149.1 00.12r.290.1 .204.OOO

42
SULMARNI
NrP. 19830310 20rOOr 2 022 1800.0101.00007.9 00.287.610.O.204.0O0

43
JHONIYI'NUS
NrP. 19690405 200906 r OO8

KECAMATAN KAPUR IX o100.0ro1.oo137.3 oo.L21.29t.9.204.O0O

Ditetapkandi Sarilamak
padatanggal 30 0efqlbef 2022

BI'PATI KOTA,

RT"IO

l*""oror* PANGKALAN Koro BARU



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download















